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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI IV DPR RI  

(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, 

SERTA KELAUTAN) 
 
 

 

Tahun Sidang : 2021-2022 
Masa Persidangan : IV 
Rapat  ke- : 8 
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan    
Sifat Rapat : Terbuka 
Hari/Tanggal           : Senin, 28 Maret 2022 
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai 
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) 

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta 
Acara : Membahas: 

1. Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI; 
2. Program Prioritas Tahun 2023; dan 
3. Isu-isu Aktual Lainnya. 

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) 
didampingi oleh H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV 
DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua 
Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, 
MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB) 

Sekretaris Rapat 
 
Hadir      

: 
 
: 

Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV     
DPR RI) 
A. 37 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI 
B. Hadir Pemerintah: 

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 

2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 

3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris 
Jenderal sekaligus Plt. Kepala Badan Penyuluhan 
dan Pengembangan SDM); 

4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal); 
5. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. 

(Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 
Lingkungan);  

6. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Ekosistem); 

7. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari); 
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8. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan 
Rehabilitasi Hutan); 

9. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur 
Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan 
Bahan Berbahaya dan Beracun);  

10. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim); 

11. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur 
Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 
Lingkungan); 

12. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur 
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan);  

13. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal 
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan); 

14. Ir. Ary Sudijanto, M.Sc. (Kepala Badan 
Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan); 

15. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi 
Gambut dan Mangrove); 

16. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum 
Perhutani); 

17. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I); 
18. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Direktur PT Inhutani II);  
19. Sri Widodo (Direktur PT Inhutani IV); dan 
20. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani 

V). 
   

 

I. PENDAHULUAN  

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, membahas Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, 
Program Prioritas Tahun 2023, dan Isu-isu Aktual Lainnya, dibuka pukul 
10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/          
F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. 

 

 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN: 

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan untuk menyampaikan laporan komprehensif perihal 
penyelesaian pemukiman dalam kawasan hutan lindung di Desa 
Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. 
Selanjutnya laporan dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV 
DPR RI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dilaksanakannya 
Rapat Kerja ini.  
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2. Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan segera menyelesaikan permasalahan dan aspirasi yang 
disampaikan oleh masyarakat, baik yang disampaikan dalam 
kesempatan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI maupun kesempatan 
lainnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan 
secara tertulis dan periodik atas seluruh tindak lanjut permasalahan 
dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang dimaksud. 
 

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan untuk melakukan inventarisasi dalam rangka 
menyelesaikan data kebun, dan tambang, serta penggunaan lainnya 
yang ilegal dalam kawasan hutan, yang dilengkapi dengan poligon, 
luasan, nama perusahaan/pengelola/pemilik, serta lokasi (desa, 
kecamatan, dan kabupaten/kota). Laporan yang dimaksud agar 
disampaikan kepada Komisi IV DPR RI dengan tata waktu selambat-
lambatnya sebagai berikut: 

a. Provinsi Kalimantan Tengah: 31 Mei 2022; dan 

b. Provinsi Riau: 31 Juli 2022. 
 

4. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan terkait rencana program prioritas tahun 2023. 
Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan agar menyusun rencana program dan anggaran 
tahun 2023 yang memberikan manfaat lebih besar untuk tercapainya 
kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat di dalam dan di 
sekitar kawasan hutan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan 
kelestarian hutan, meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 
kementerian, serta pemenuhan komitmen global untuk mencegah 
perubahan iklim. 
 

5. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat 
dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta 
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan 
pendalaman atas diskusi/pembahasan dan kesimpulan Rapat Kerja 
hari ini. 

 
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam 
rangka melakukan pendalaman atas program pembangunan Ibu Kota 
Negara (IKN) Nusantara dan pembahasan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP). 
 

7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan untuk menyampaikan data Kewajiban Kegiatan Rehabilitasi 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan Penggunaan 
Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan 
akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan, per 31 Maret 2022. Selanjutnya 
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data dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-
lambatnya 2 (dua) minggu sejak dilaksanakannya Rapat Kerja ini. 
 

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan menyampaikan penjelasan kepada Panitia Kerja Komisi IV 
DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan 
Hutan tentang tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk 
perkebunan kelapa sawit yang terindikasi merupakan Wilayah Hutan 
Adat Desa Kinipan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan 
Tengah dan wilayah lainnya, termasuk di dalamnya penjelasan 
mengenai kewajiban lahan pengganti yang merupakan salah satu 
kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pelepasan kawasan 
hutan. 

 
 
III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 15.10 WIB. 

 
Menteri Lingkungan Hidup  

dan Kehutanan, 
 

Ttd. 
 

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. 
 

Komisi IV DPR RI 
Ketua Rapat, 

 
Ttd. 

 
Sudin, S.E. 

A-151 
 

 


